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PUTUSAN
Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Pbm

P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan JALAN, Perum
PERUMAHAN, Blok H.15, RT 001, RW 009, Kelurahan
KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih,
Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Jalan JALAN (warung nasi uni), Kelurahan
KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih,

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November

2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih

dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Pbm, 23 November 2020,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 05 Mei 2012, di Wanhar, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN,
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah
kandung yang bernama NAMA WALI dengan disaksikan oleh 2 orang
masing-masing yang bernama NAMA SAKSI NIKAH, dengan mas kawin
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cincin 1/4 (seperempat) suku emas, namun pernikahan Penggugat dan
Tergugat tidak tercatat;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus janda
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik
orang tua Tergugat di Jalan JALAN (warung Nasi Uni), Kelurahan
KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi
Sumatera Selatan selama lebih kurang 2 (dua) bulan setelah itu Penggugat
dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir
Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan JALAN,
Bedeng BEDEN, Prabusari, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan
KECAMATAN, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sampai
dengan berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak bernama NAMA ANAK 1, umur 7 (tujuh) tahun, NAMA ANAK 2,
umur 3 tahun, kedua anak tersebut berada di asuhan Penggugat:

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun akan
tetapi sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba jenis
shabu-shabu, Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab
terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat
tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 1 tahun;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 4
Januari 2020, disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa sebab yang
jelas dengan Penggugat, setelah itu terjadilah pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga kerana hal ini Penggugat merasa yakin
ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah

orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
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8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4
Januari 2020 sampai sekarang lebih kurang 11 (sebelas) bulan, dan selama
pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,
serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah
tangga namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempubh;

10.Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,

mengadili serta memutuskan perkara ini dengan Amar Keputusan sebagai

berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sah perkawinan (PENGGUGAT) dengan (TERGUGAT) yang
terjadi pada tanggal 05 Mei 2012, di Wanhar, Desa DESA, Kecamatan

KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Penggugat (PENGGUGAT) terhadap
Tergugat (TERGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
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dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, namun Majelis
Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada
Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba
kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah akan
tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan
oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

[. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor
1674027006900004, tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT B. B., Nomor
245/AC/2009/PA.ME, tanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup serta telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-719/Kua.06.13.01/PW.01/11/2020,
tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
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II. Bukti Saksi
1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan JALAN, RT 06, RW 03,

Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih,

telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu angkat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang
menikah pada tanggal tahun 2012;

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikabh,
namun setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat yang bernama NAMA WALI, dan yang menjadi saksi nikah
adalah NAMA SAKSI NIKAH;

- Bahwa mahar berupa 1/4 suku emas;

- Bahwa Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus
jejaka;

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun
hubungan sepersusuan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak
pernah kelura dari agama Islam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan
baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Tergugat
malas bekerja mencari nafkah, Tergugat kerjanya hanya memancing
dan berkumpul dengan teman-temannya yang suka minum-minuman
keras dan mengkonsumsi narkoba,;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang
satu tahun;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
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2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
honorer, bertempat tinggal di Jalan JALAN, Rt 10, RW 01, Kelurahan
KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang
menikah pada tahun 2012;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan yang
menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama
NAMA WALI, dan yang menjadi saksi nikah adalah NAMA SAKSI
NIKAH;

- Bahwa mahar berupa 1/4 suku emas;

- Bahwa Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus
jejaka;

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun
hubungan sepersusuan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak
pernah kelura dari agama Islam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan
baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Tergugat
malas bekerja mencari nafkah, Tergugat kerjanya hanya memancing
dan berkumpul dengan teman-temannya yang suka minum-minuman
keras dan mengkonsumsi narkoba,;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang
satu tahun;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan
telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
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persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat
gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan sebelumnya,;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi
itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan
pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya akta nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam
rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
huruf (@) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan
Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Prabumulih untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian

pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;
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Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah
dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini
harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya
maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,
sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat
tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal
283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2
dan P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan
Berdomisili yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat
Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai dengan
ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Akte Cerai yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, isi bukti tersebut mengenai
status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
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bindende bewijskracht) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo.

Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang adalah Fotokopi Surat Keterangan
pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih
Utara, Kota Prabumulih, isi bukti tersebut mengenai tidak tercatatnya
perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi |l Penggugat sudah dewasa dan
sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | Penggugat mengenai alasan
gugatan tentang pernikahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat
serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah
menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah
pada tanggal 05 Mei 2012;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang
bernama NAMA WALI, dan yang menjadi saksi nikah adalah NAMA SAKSI
NIKAH, dengan mahar berupa 1/4 suku emas;

- Bahwa Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun
hubungan sepersusuan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah

kelura dari agama Islam;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik
dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Tergugat malas bekerja
mencari nafkah, Tergugat kerjanya hanya memancing dan berkumpul
dengan teman-temannya yang suka minum-minuman keras dan
mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang satu
tahun;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7
ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan
perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas
dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian,
hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut,
adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan
pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan
permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan
adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan
masingmasing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum
Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya
terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak
ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
menurut syariat agam Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana
perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum
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Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi
Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan
Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalii permohonan Penggugat
tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat
Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Figih, halaman 93, yang
berbunyi:

Lelein) Je Jalo ad oy al alale daa 5 310 gl () J8 A ) 4518 Caje (e

Artinya : ‘Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri
selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ’;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab I’'anatut thalibin juz IV halaman 254:
Jsie Cpaliy s snis (e adag yiy dinua 83810l o S5 5ol iy
Artinya: ‘Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-
syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil
Sehingga menurut majelis hakim, permohonan Penggugat untuk pengesahan
nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat
agama Islam pada tanggal 05 Mei 2012 di Kecamatan KECAMATAN, Kota
Prabumulih, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta
hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama
lebih dari 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut sehingga hak dan kewajiban
sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam
keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,
aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang
tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap

orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum
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UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak
tidur seranjang selama bertahun-tahun dan hidup terpisah tanpa ada niat untuk
kembali bersatu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1
Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan
oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga
telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali
membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti
pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (marriage
break down) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan
rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang
digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Ar-
Rum ayat 21yang artinya:

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan
dalildalil syar’i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

a; Dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapatmajelis:
dalla alall agle (gl Lea g A 550 dae ) ane 1) 13)

Artinya: ‘Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka
Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”

b; Dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248:
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)2 S5 = 5 0 Gl yie) o dpa 5 50 Ay Bl ool W) sen i 130
z duall pe mldll Jac 5 lelie (b dall Al 93 4xe (Slayilas

Artinya: ‘Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara
keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka
Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di
persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,
maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana
ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini
diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama terhadap Penggugat dengan talak ba’'in shughra sebagaimana
ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat
merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada
Penggugat dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala  ketentuan  peraturan
perundangundangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan
dengan perkara ini.

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2012, di
Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Yunizar
Hidayati, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Dwi Husna Sari, S.H.l. dan Alfina
Rahil Ashidiqgi, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pera
Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
TTD TTD
Dwi Husna Sari, S.H.I. Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,
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TTD

Pera Yuniati, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 436.000,00

Terbilang : (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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